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2.1 Auditing

Auditing adalah proses p@ngumpuiém dar pengevaluasian bahan bulkti
tentang informasi yang dapat diukur :uzeﬁg@naﬂ suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan imde:izmldem untuk dapat menentukan dan
melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan.

Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi
dan sejumlah kriteria yang dapaf:, digunakan sebugai pegangan pengevaluasian
informasi tersebut. Setiap kali audit dilakulan l_i.mgkup tanggung jawab auditor
harus jelas, terutama mengenai gemempamzentités ekonomi dan pericde waktu
yang diaudit. Bahan bukti diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan
auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan
kriteria yang ditetapkan. Seovéng audi@;pa* harus mempunyai kemampuan
memahami kriteria yang digunakaﬁ serta rs:ae:%mpu £neaentukan jumlah bahan bukti
yang dibutuhkan untuk merdukung kesimpulan yang akan diambil.

2.1.1 Definisi Auditing

Untuk mengetahui dan memahami auditng secara lebih jelas, dibawah ini

diberikan beberapa definisi auditiﬁg yang ciikemusca.kan oleh para ahli :
a. Menurut Sukrisno Agoes, (2007:1) |
“Auditing adalah suatm pémeriksmm yang «dilakukan secara kritis dan

sistematis, oleh pihak yang indspendent terhadap laporan keuangan yang
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telah disusun oleh pihak manajemen, beseita catatan-catatan pembukuan
dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Amir Abadi Jusuf, (1997:1)

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independent untuk capat
menentukan dan melaporkan kesesuaiaan informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.

Menurut Alvin A. Arens and James K. Leokbecke, (2000:9)

Auditing adalah proses pengwnpulan dan penilaian bukii atas informasi
keuangan dari suatu peruszhszan’ oleh orang yang kompeien dan
independent dengan tujuan untuk menentakan dan melaporkan tingkat
kesesuaian antara informasi keuangan dengan kiiteria yang telah
ditetapkan.

Menurut ASOBAC ( A Statement of Basic Auditing Concepts ) yang
dikutip oleh Abdul Halim. (1995:1)

“Auditing adalah suatu proses sistemarik  untuk  menghimpun  dan
mengevaluasi  bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
berbagai tindakan dan kejadian ckonomi untuk menentukan tingkat
kesesunian antara asersi-asersi tersebu: dengan kriteria yang telah
ditentukan dan menyampaikan hasilaya kepada para pemakai yang

berkepentingan”.
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e. Arens dan Loebbecke, (1996:1}
“Auditing adalah proses _pengumgnu}an clén pengevaluasian bahan oukti
tentang informasi yang da@at diukur _mmgénai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang vyang kompeten dan independent untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuian is;}zﬁarmasi dengan kriteria-kriteria
vang telah diteiapkan”.

f. Haryono Jusup, (2001:6)
“Pengauditan adalah suatu proses sisteratis untuk mendapatkan dan
mengerahkan bukii yang berbubungan cﬁengan asersi tentang tindakan-
tindakan dan kejadian ekenomi secira objﬁ-ktif untuk menentukan tingkat
kesesuaian antara asersi térsebe.tt dengan Miteria yang telah ditetapkan dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada s;sihal;('-pihak yang berkepentingan”.

g. Ralph Estes dan Nugroho Wia:iju}mﬁ{; { i<amus Akuntansi Edisi Kedua,
2001) | '
“Audit adalah suvatu tinjauan ulan\g uniuk menetapkan kecermatan dan
kesalahan catatan dan laporan bam@ kes&esuaian atas laporan prosedur
dengan kebijakan yang ditetapkan, Khususnya pengujian  yang
dilaksanakan sesuai denfgan g;c:mré[ly accepted auditing standar, atas
laporan keuwangan perusahaan ;)!:m;g dilaporkan oleh seorang akuntan
publik terdaftar yang indépemiian uniuk n;’ti:ne:tap’z{an apakah dalam opini
akuntan publik i Iapc%ran tiersaﬁui mimyajikan secara wajar posisi

keuangan, hasil operasi dan perubzhan posisi keuangan perusahaan™.



h. Riduan Tobink dam Nirwana Talankky {Kamus Istilah Akuntansi Edisi

Lengkap, 2001)

“Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan atav pemeriksaan [ainya
yang sistematis mengenai kebc:nztraﬁ dan kewajaran, serta keabsahan bukfi
formil maupun bukti materil atas S%,:iatl.l iransaksi ateu mengenai kegiatan
suatu perusahaan sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang
ditatapkan.”

Menurut Mulyadi, (2002 : 9)

“Audit adalah salah satu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara obyckiif mengenal pernyataan-pernyataan
tentang kejadian ekonomi, cﬁier%aﬁ fwjuan untuk menetapkan tingkat
kesesuian antara pemyataan—p@m}m&am tersebut dengan kriteria vang telah
ditstapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada para pemakai vang

berkepentingan.

Dari beberapa definisi yang disebut diaias dapat ditarik kesimpulan sebagai

bertkut :

a.

Informasi yang dapat diukur dengan kriteria yang ditetapkan.

Untuk melakukan suatu audit sefalu diparlukan informasi dalam bentuk
vang dapat dibuktikan kfebenamm}ya {diverifikasi) dan sejumlah kriteria
yang dapat digunakan sébag&i pedoman uniuk mengevaluasi informasi

tersebut,



b.
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Satuan Usaha

Untuk sstiap audit yang dilakuken lingkup tanggung jawab auditor harus
jelas, terutama mengenai penetapan sutuan usaha dan periode waktu yang
diaudit umumnya satu tahun tetapi eda puia yang satu bulan, satu kwartal,
beberapa tahun, dan dalam kasus-kasus iertentu sepanjang usia kesatuan
usaha.

Pengumpulan dan pengevaluasian bahan buxti

Adalah amat penting unfuk memperoteh bukti yang memadai dari segi
kuantitas dan kualitasnya untuk memenuhi tujuan audit. Proses penentuan
jumlah bahan bukti yang dibuithkan dan penilaian kelayakan informasi
sesuai dengan kriteria yé.ng telsh diretapkan merupakan bagian penting
dari audit.

Orang yang kompeten dan independen

Seorang auditor harus mampu memahami kriteria vang digunakan serta
menentukan jumlah bahan buki dan fakia vang dibutuhkan untuk
mendukung kesimpukan? yang 3%«::%1;'; digmbilnya. Auditor puia harus
memiliki sikap mental yang bebas (mdependen), sebab informasi yang
digunakan uniuk merngambii ke:“p:.it'u?;an haruslah tidak bias.

Pelaporan

Pada tahap akhir dalam_ audit, aa%ditox* menvusun laporan audit yang
merupakan alat p@nyazﬁpaim‘l if;zx:zfsuanwtamu&n kepada para pemakai

faporan tersebut. Bagaimanapun isi dari laporan audit ini, pada dasarnya



17

faporan audit ini harus mampu memberikan informasi yang diperiksa
dengan kriteria-kriteria yang telah diretapkan
2.1.2 Tujuan Auditing
Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pencapat
(opini) apakah laporan keuangan secara keseluruhen telah disajikan secara wajar
sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlake Unum. Tujuan ini dapat dirvinci
lagi sebagai berikut |
a. Tujuan Audit Substantif (substantif Audit Objective)
Tujuan ini berkaitan dengan kepa&;tiﬁn audit tentang 7 (tujuh) hal dalam
penyajian laporan keuangan, yaitu:
1. keabsahan
Tujuan ini menyangkut apakah aagkamangka yang disajikan dalam laporan
keuangan memang seharusnya dicanturckan. Tujuan ini  merupakan
perlengkapan dari auditor untux menghadapi pertaniyaan manajemen
mengenai adanya atau terjadinya sestatu.
2. kelengkapan |
tujuan ini menyangkut apakab ssmua zngka-angka yang seharusnya
disajikan memang telah dicamumkén seluruhnya. Tujuan ini melindungi
auditor untuk menghadapi pertanyaan manzjemen mengenai kelenglapan.
3. Pemilikan
Tujuan ini untuk meyakinkan a;gzzik;xh harta atau asset yang dicantumkan
dalam laporan ka-uangan,; memang menjaci hak percsahaan. Maksudnya

adalah suatu akiiva harus benar-benar dimiliki sebelum diterima untuk



18

dicantumkan dalam laporan keusngan. Begitu pula, kewajiban harus
benar-benar menjadi tanggungan perusahaan,

Penilaian

Tujuan ini adalah untuk melakukan penilaian secara benar atas saldo
masing-masing yang menjadi bagian dari total saldo perkiraan, termasuk
ketepatan semua perhitungan dan pengakuan berbagal penurunan dalam
nilai bersih yang dapat direalisasi.

Pencatatan

Klasifikasi tujuan ini untuk meyakinkan apakah setiap pos telah dicatat
dalam perkiraan vang benar dan zpakah perkiraan tersebut telab dimuat
dengan sebagaimana mestinya dalar laporan keuangan.

Pisah batas

Tujuan ini adalah untuk mevalkinkan apakah transaksi dicatat dalam
periode yang benar. Transaksi yong raungkin sekali salah dicatat adalah
transaksi yang saat terjadinya mendekali akhir suatu periode akuntansi.
Pengungkapan

Tujuan ini untuk meyakinkan apaksh semuva perkiraan neraca dan
perhitungan rugi iaba serta informasi yang berkaitan dengannya
disampaikan dengan benar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan
sebagaimana mestinya dalam E;»:;i; dan catatan-catatan kaki laporan

keuangan ifu.
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b. Tujuan Audit Ketaatan (Compliance Aundit Objective}

Tujuan audit ketaatan adaiah untuk rx’:x@mpémleh kepastian tentang 3 (ziga)
ciri kebijakan prosedur dan teknik pengendalian intern yang saling berkaitan,
yaitu :

1) Eksistensi nyata pengendalian vang sudsh digarizkan.

2) Tingkat ketaatan pemisahan terhadap pe:mgcndaiian tersebut.

3) Efektifitas pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas akuntansi.

Tujuan paling utama dari prosedur audit veng dirancang dalam mencapal tujuan
ketaatan adalah menegaskan keabsahan asu.n:mi pemeriksaan tentang pengendalian
internal yang dilandasi rancangan audit substantif.

2.1.3 Jenis-Jenis Auditing

Menurut Sukrisne Agoes (2004:9) auditing di bedakan dalam 3 jenis berdasarkan
obyek pemeriksaannya :

a. Finansial Audit

b. Operasional Audit

¢. Compliance Audit

a. Finansial Audit
Finansial audit dilaksanakan uniuk memberi keyakinan yang layak
bahwa laporan keuangan secars kescluruhan telah disajikan sesuai dengan

Prinsip Akuntansi Yang Bertaki Amusn Laporan keuangan disusun

sebagai suatu pertanggung jawaban pihak manajemen kepada pihak

komisaris atau pemegang saham. As;umﬁﬁ yang mendasari pemeriksaan

vang dilakukan atas [aporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan
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digunakan oleh berbagai kelompok vang berbeda untuk berbagai tujuan
yang berbeda pula. Oleh karena ity, ;aimn jeuh lebih cfisien apabila hanya
satu pihak yang independen yaiiu akuntan pablik yang melaksanakan audit
dan memberikan opininya yang dag_:ea:t diandalkan oleh seluruh pemakainya
daripada setiap pemakai melakukan pemeriksaan masing-masing. Hasil
dari finansial audit yang dilakukan: oleh seorang auditor adalab berupa
suatu psndapat atau opini atas ke\.v:asjz:imn laporan keuangan yang diaudit.
Operasional Aundit .

Operasional Audit mzrupakan audit yang sistematis terhadap setiap
bagian dari prosedur dan metode aktivitas suatu organisasi dengan tujuan
untuk menilai efisiensi dan efektifitas organisasi, mengidentifikasi
kendala-kendala yang ada dan merckomendasikan alternatif’ perbaikan
yang mungkin. Biasanya hasil dari ngrasi-:mai audit berupa rekomendasi
untuk memperbaiki operasi perusaimaﬂ,

Operasional audit sering dianggap sama dengan manajemen audit.
Perbedaannya terletak pada sasamﬁ dari manajemen audit yang lebih
mengarah kepada kebijakan mamagf&men suatu organisasi. Operasional
audit pada dasarnya merupakan perluasar ilari finansial audit dan banyak
dipraktekkan secara inteéna[ oleh iﬁéagian internal auditor. Dalam audit
operasional , penelaahan :tidak h:myéa terbazas pada bidang akuntansi, tapi
juga evaluasi amas struktur orgaﬁizsash kegiatan operasional, proses
pengolahan data, metode pro‘dmmi; pernasaran dan bidang-bidang lain

vang menjadi bidang keahlian auditor.



Secara ringkas manfaat yang dapat dip2 -oleh dergan adanya operasional audit

adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menetapkan apakah organisasi Esudaxh sesuai dengan prosedur,
kebijaksanaan seria mjuannya. |

Menetopkan  efeltifitas  dan  efisiensi dari  struktur pengendalian
manajemen.

Menetapkan tingkat keandalan dan menfaat dari berbagai laporan
manajemen.

Menetapkan evaluasi yang independen dan obyektif atas suatu kegiatan
tertentu,

Mengidentifikasi permasalahan dan penycbabnya.

Mengidentifikasi kebijakan, sas,a.fmi dan prosedur organisasi yang tidak
felas.

Mengidentifikast berbagai ke?sempé;ﬁan veng dapat dimanfaatkan untuk
lebih meningkatkan iabé dar pendapatan serta mengurangi biata atau

hambatan dalam kegiatan organisast,

¢. Compliance Audit (Audit Ketaatan)

Compliance Audit adalah audit yang dilaksanakan dengan tjuan  untuk

melakukan pemeriksaan terhadap tingkai kepatuhan para pelaksana operasional

perusahaan klien atas prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang dilakukan dalam compliance audit :

Y

Memeriksa apakah peleksani akuntansi telah mengikuti prosedur yang

telah ditetapkan oleh kontrolier organisasi.
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2) Meninjau sistem upah apakah telah sesuai dengan undang-undang
upah minimum yang berlaku.

3 Memeriksa surat perjanjian deagan phak bank atau krediwur laim,
untuk memastikan bahwa organisasi terssbut felah memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan luas pemeriksaannya audit dibagi menjadi 2 (dua) jenis :
a. General Audit

Audit yang dilakukan akunten publik atas perintah manajemen untuk
menilai kewajaran laporan kewangan, efekiifitns, dan efisiensi dari operasi
organisasi dan ketaatan organisasi dalam méﬂaksamkan kebijakan organisasi yang
telah ditetapkan.
b. Special Audit

Audit yang dilakukan uniuk tujuan khasus, miszlnya apabila telah
diketahui indikasi adanya fraud, untuk mengambil keputusan mengenai akuisisi
atau merger, atau oleh investigasi,
2.2 Audit Ketaatan

Seiring dengan aktivitas organisesi vang makin berkembang dan makin
kompleks dalam kurun waktu dua dekade::: ini, maka fungsi internal audit juga
mengalami perkembangan. Audit atas organisasi Pemerintahan mencakup :audit
atas unit pemeriniah negara bagian dan lokal vang dilakukan oleh para auditor
Pemerintah Federal seria akuntan publik independen. Dalam beberapa kasus,
audit-audit ini mungkin mencakup atas :;:yrogmm, aktivitas, fungsi dan dana

spesifik. Audit atas organisasi: pemerintaban sebagian besar didasarkan pada



konsep bahwa para pejabat dam pegawai yang mengelola dana publik harus
mempertanggungjawabkannya kepada publik.

2.2.1 Jenis-jenis Audit Pemerintah

Audit pemeriniah dibedakan dalam 2 (ﬁua) jenis berdasarkan Government
Auditing Standard :

a. Audit Keuangan (Financial Audit) mencakup audit atas laporan keuangan dan
audit terkait yang bersifat keuangan.

1). Audit atas laporan keuangan membetikan keyakinan yang layak tentang
apakah laporan keuangan entitas yang iei_ah diaudit secara wajar menyajikan
posisi keuangan, hasil operasi, dan arus Eaasg sesuai dengan CAAP, atau salah satu
dari beberapa dasar akuntansi lain yang fE:Etmhas dalam standar Auditing yang
diterbitkan AICPA.

2). Audit terkait yang bersifat keuangan mmencakup penentuan apakah :

a) Informasi keuangan telah disajilan sesuai dengan kriteria yang berlaku
atau ditetapkan. .

b) Entitas sudah mematuhi persyaratan ;lc;@taatan levlangan tertentu.

c) Pengendalian internal entitas atss® pelaporan keuvangan dan penjagaan
aktiva telah dirancang serta diimplementasikan sebagalmana mestinva untuk
mencapai tujuan pengsndalian.

b. Audit kinerja (performance audits) raencakup penentuan :

1)) Apakah eatitas telah merz.lpemiehq melindungi, den menggunakan sumber
dayanya (sepecti perscnil, proper!,f{, dan ruang) secara ekonomis dan efisien.

2) Penyebab inefisiensi atau iprakiik yang ridak ekonomis.



3) Apakah entitas sudah mematuhi hukum can peraturan yang berkaitan
dengan masalah kehematan dan efisiensi.
Audit program mencakup penentuan :
)] Sejauh mana hasil atau manfaat yang ditetapkan oleh badan legislatur atau
badan berwenang lannya sudah tercapai. |
2) Efektivitas organisasi, program, akiiviias atau fungsi.
3) Apakah entitas sudah mematuhi hukum serta peraturan signifikan yang
berlaku untuk program tersebut,
Dari uraian diatas, dapat terlihat bahwa (1) audit atas laporan keuangan
pemerintah serupa dengan audit untuk non pémerimah, (2) pokok persoalan dalam
audit terkait yang bersifat Keuangan.
Definisi audit kinerja menurut Government gmditing Standards sebagai berikut :
“Audit kinerja adalah pemeriksaan bukti :yz-mg objektif dan sistematis dengan
tujuan memberikan penilaian yang %ndﬂ:pénden atas kinerja suatu organisasi,
program, aktivitas, atu fungsi pemerintah &alam rangka memberikan informasi
untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan memudahkan pengambilan
képutusem oleh pthak-pihak yang bertz;mgguén ¢ jawab mengawasi atau mengawal
tindakan koreksi :
2.2.2 Standar Auditing Pemerintah yang E%:seflahga umum (GAGAS)

General Accounting Office (GAG) menetapl(an stanclar audit untuk audit
atas organisasi, program, aktiviias, dan failzgsi pemerintah yang diterima oleh
organisasi non pemerintah. Standar audit GAQ harus diikuti oleh auditor dan

organisasi audit bila disyaratkan oleh hukum, peraturan, perjanjian atau kontrak,



atau kebijakan. Standar Audit GAQ dikenal sebagai Standar Auditing permerintah
yang berlaku umum (Generally Accepted Government Auditing Standars =
GAGAS).
GAGAS diklasifikasikan rmenjadi lima kategori berikut ini : standar umum,
standar pekerjaan lapangan untuk audit keuangas, standar pelaporan untuk audit
keuangan, standar pekerjaan lapangan urtuk audit kinerja, serta standar pslaporan
untuk audit kinerja.
Standar Umum

Kategori umum dari GAGAS terutama berkaitan dengan kualifikas
auditor dan organisasi audit. Ada 4 (empat) standar dalam kategori ini :
a. Kualifikasi

Staf yang ditunjuk unmk melamkm audit harus memiliki keahlian
profesional yang memadai atas tugas-tugas fang arus dilakukan.
b. Independensi

Dalam semua hal yang berkaitan -;‘ie'f:_ngan pekerjaan audit, organisasi audit
dan auditor perorangan, apakah pemerinmh;&tau swasta, harus bebas dari masalah
pribadi serta eksternal yang  dapat merysak independensi, harus secara
organisasional independen, dan harus rpempertzhankan sikap serta penampilan
yang independen.
c. Kemahiran Profesional

Kemahiran dan keseksamaan dalam menggunakan keahlian profesional
harus diterapkan dalam melakukan audit d&.sﬁ dalam menyiapkan laporan terkait.

d. Pengendalian Mutu
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Setiap organisasi audit yang melakukan andit sesuai dengan standar ini
harus menjalankan strukiur pengendalian mutu internal yang baik dan menjalani
review pengendalian mutu eksternal.

Standar Pekerjaan Lapangan untuk Audit Keuangan GAGAS memasukkan
5 (lima} Standar Pekerjaan Lapangan tambahan sebagai berikut :
a. Komunikasi Auditor

Auditor harus mengkomunikasikan informasi kepada auditee, orang-orang
vang mengontrak atau meminta jasa audit, dan komite audit mengenai sifat luas
rencana pengujian dan pelaporan ketaatwn pada hukum dan peraturan serta
pengendalian internal atas pelaporan kevangasn.

b. Tindak Lanjut Auditor

Auditor harus menindaklanjuri temuan dan rekomendasi material yang
sudah diketahui dari audit sebelumnya.

c. Ketidaktaatan yang bukan Ténda%:arz Hegal

Auditor harus meraacang aaditor urtuk memberikan keyakinan yang layak
bahwa salah saji vang material yang ditimbulkan oleh Ketidaktaatan pada
ketentuan kontrak atau perjanjian hibah, yang mempunyai dampak langsung dan
material terhadap penentuan jumlah dalam keuangan akan terdeteksi. Jika ada
informasi tertentu vang menazjik perhatian aucitor, yang memberikan bukti
mengenai adanya kemungkinan ketidakisatan, yang akan mempunyai dampak
material tidak langsung terhgdap laporan keuangan, maka auditor harus
menerapkan prosedur audit yang secara khusus diarahker untuk memastikan

apakah ketidaktaatan itu sudah terjadi.



d. Pendokumentasian Penilaian Risiko Pengendalian untuk Asersi-Asersi yang
secara signifikan Tergantung pada Sitem [nformasi yang Terkomputerisasi

Dalam merencanakan audit, auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja:
1) Dasar untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum atas
asersi-asersi yang berhubungan dengan saldo akun, kelas transaksi dan komponen
pengungkapan yang material dalam laporan keuangan jika asersi tersebut secara
signifikan tergantung pada sistem;inform;a:;i Smng mrkomputerisasi.

2) Pertimbangan bahwa prosedur audit yang direncanzkan telah dirancang
untuk mencapai tujuan audit serta untuk memperkecil risiko audit hingga ke
tingkat vang dapat diterima.

e. Kertas Kerja

Kertas kerja harus berisi informasi yang mencukupi agar memungkinkan
seseorang auditor berpengalaman vang tidak mempunyai hubungan sebelumnya
dengan auditor untuk mengetahei secara pasii dari kertas kerja itu bukti yang
mendukung kesimpulan dan pertimbangan a;tditor yang signifikan.

Standar GAGAS tamb&han vang @maina memperluas depgan siapa
auditor harus berkomunikasi pad‘;a saat membentuk pemehaman mengenai audit.
GAGAS mensyaratkan bahwa Orang-orang. yang mengontrak atau meminta jasa
audit dilibatkan dalam mengembangkan pmm}mman, dan informasi spesifik harus
dikomunikasikan menyangkut sifat serts iuas peagujian dan pelaporan mengenai
ketaatan pada hukum dan peraturan, seria pengendalian internal atas pelaporan
keuangan untuk memperkecil risike bahwa E@.@E:sumhan atau ekspektasi pihak-pihak

yang terlibat mungkin disalahtasirkan.



Standar tambahan yang kedua g‘m;:*nyat;ﬂ«;;m kesimpulan GAQ bahwa
sebagian besar manfaat dari pegcerjaan audlit bukan merupakan temuan yang
dilaporkan atau rekomendasi yang diberikan, tetasi merupakan resolusi efektif
yang menjadi tanggung jawab manajemen audiiee.

Standar tambahan yang ketiga mengakui bahwa organisasi pemerintahan
seringkali terkena aturan serta peraturarn: yaing lebih spesifik daripada entitas di
sektor swasta, dan ketidaktaamﬁ atas amran serfa peraturan bisa berdampak
material terhadap laporan E:euangén.

Standar tambahan yang k%‘.emp&& tidak menambah tanggungjawab auditor
untuk menguji pengendalian. Auditor har‘gt.;:s mendokumentasikan dasar untuk
menilai risiko pengendalian pada Eingk&t maﬁé{simlm dengan menyebutkan :

a. Ketidakefektifan rancangan atau operasi pergendalian.
b. Alasan mengapa penguj iaﬁ pengﬁm;izﬁ:li&n it tidak akan efisien.

Standar tambahan yang terakhir mengenai kertas kega mengkodifikasi
persyaratan bahwa, walaupun tida}k secars cksplisit dinyatakan dalam GAAS, hal
itu tentunya harus diterapkan pada semgm.jmﬁs audi: laporan keuangan.

Standar Pelaporan untuk Aucﬁti Keuangaa

Untuk melengkapi keempat standar peif&pwﬁsﬁ vang berlaku umum yang
dikeluarkan AICPA seria SAS ferkeif, yang semuanya dimasukkan kedalam
GAGAS melalui referensi, yellow B{wk% mencantumkan 4 (empat) standar
pelaporan tambahan berikut ini:

a. Ketaatan pada GAGAS. ;Lapcrran audit harus menyatakan bahwa audit

telah dilakukan sesuai dengan standar auditing pemerintah yang berlaku umum.
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b. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan serta Pengendalian Internal. Laporan
mengenai laporan keuangan harus:

(D Menguraikan ruang fingkup pengujian audizor atas ketaatan pada hukum
dan peraturan serta pengendalian internal dan menyajikan hasil-hasil pengujian
itu.

(2) Mengacu ke laporan terpisah yang memuat informasi tersebut.

c. Informasi istimewa dan rahasia. ﬁika informasi tertentu dilarang uatuk
dingkaplkan kepda umum, maka laporan audiior harus menyatakan sifat informasi
yang tidak dicantumkan itu persy&mxan: vang mengharuskan dilakukannya
tindakan itu.

d. Pembagian laporan, Laporan avdit teriulis harus diserahkan oleh organisasi
audit kepada pejabat vang tepat dari audi%eé dan kepada pejabat yang tepat dari
organisasi yang mengharuskan atau pengaiur difakukannya audit, termasuk
organisasi pendanaan eksiernal, kKecuzli jii@:é batasan yang sah melarang hal itu.
Salinan itu, laporan juga harus diseraiikan kepada pejabat lain yang mempunyai
kewenangan pengawasan legal .atau yang mungkin bertanggungjawab untuk
mengambil tindakan betdasarkan temuan s:‘;lzm rekomendasi audit, serta kepada
pihak-pihak lain yang diberi kewemﬁgﬁﬁ untuk menerima laporan tersebut.
Kecuali oleh hukum dan peraturan, salinan :im juga harus tersedia untuk inspeksi
publik.

Standar pelaporan tambahan yang pertama mensyaratkan agar laporan audit

mengenai laporan keuangan harus secara eksplisit menyatakan bahwa audit telah
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dilaksanakan sesuai dengan GAGAS ketika faporan itu diserahkan uatuk
mematuhi persyaratan hukum, peraturan, aiu kontraitual dalam audit GAGAS.
Standar tambahan yang kedua meny&mgkut parbedaan yang paling ekstensif
antara pelaporan mengenzgi audit laporan keunngan menurut GAAS dan GAGAS.
Standar pelaporan tambszhan yang ketiza mengakui bahwa informasi tertentu
mungkin tidak bisa diungkapkan kepada umum menurut hukum atu peraturan
federal, negara bagian atau lokal.
Persyaratan pembagian laporan yang dirinci dalam standar tambahan keempat
mengharuskan organisasi yang menugasi d@n auditor untuk memiliki pemahaman
yang jelas mengenai pejabat atau. organis&si mana yang akan menerima laporan ,
dan siapa yang akan membagikannya.
Pelaporan mengenai Ketaatan pada Hukum dan Peraturan

Standar pelaporan {amba_ham vang kedua mensyaratkan bahwa laporan
auditor mengenai laporan keuangan, atau ;Iapemn terpisah yang di acu dalam
laporan auditor i, harus ‘mencakup informasi yang sama mengenai
penyimpangan dan tindakan ilegal yang ci.ziiﬁxporkau kepada komite audit meaurut
standar AICPA. Contoh ketidakiaatan Ez;;in yang maierial terhadap laporan
keuangan seperti pelanggaran atas ketentuin koatrak atau perjanjian hibah juga
harus dilaporkan.

Standar ini juga mengharuskan auditor unzuk melaporkan penyimpangan
atau tindakan ilegal secara langsung kepada pihak-pihak eksternal dalam dua
kondisi jika auditee tidak meﬁakukammyzi sesegera mungkin setelah auditor

mengkomunikasikan hal itu kepada badan pengatar audites
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(D Jika auditee diwajibkan oleh bukum ataw peraturan untu8k melaporkan
peristiwa semacam itu kepada pihak eks:i’ema[.

(2) Jika auditee yang menerima banuan dari badan pemerintah tidak
melaporkan kepada badan itu penyimpangan atau tindakan ilegal yang terkandung
dalam bantuan itu. Bila hukum, peraturan, atau kebijakan mengharuskan auditor
untuk melaporkan indikasi dari jenis penyimpangan atau tindakan legal tert=ntu
kepada otoritas penegakkan hukum atau penye idikan, maka meceka harus
berkonsultasi dengan otoritas tersebut atau konsulian hukum untuk menentukan
apakah pelaporan yang lebih luas: akan membahayakan tindakan investigatif atau
hukum yang sudah berjalan.

Laporan akuntan mengenai pemerilisasn atestasi letaatan, yang biasanya
dialamatkan kepada entitas tersebit, harus mencakuo hal-hal berikut ini :

a. ldentifikasi dari asersi manajemen tentang ketzatan entitas pada persyaratan
yang ditetapkan termasuk periode yang dicakup oleh asersi manajemen. Apabila
asersi manajermen tidak menyertai laporan para prakrisi tersebut, maka paragraf
pertama laporan juga harus memt;at pernyatian tentang asersi manajemen.

b. Suatu pernyataan bahwa ketéai:an pade persysratan yang disebutkan dalam
asersi manajemen merupakan ianggungjawab manzsjemen entias tersebut.

c. Suatu pernvataan bahwa perneriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar
atestasi yang ditetapkan oleh American Instimte of Certified Public Accountants
dan karemanya mencakup permeriksaan, atas desar penguwian, bukti tentang
ketaatan entitas pada persyaratan dan pe%aks;anaam prosedur lain yang dianggap

perfu oleh praktisi sesuai situasirrya.
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d. Suatu pernyataan bahwa para praktisi berkeyakinan bahwa pemerilksaan itu
memberikan dasar yang layak bagi pendapatoya.

e. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan ftu tidak memberikan kepastian hukum
mengenai ketaatan entitas.

f Pendapat praktisi mengenal apakah eniitas maraaii, dalam semua hal yang
material, persyaratan yang ditetapkan berdasarkan kriteria vang sudah berlaku
atau disepakati bersama.

g. Jika asersi telah disiapkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh badan
pengatur atau yang sudah disepakati oleh pembuat asersi dan pihak-pihak yang
ditetaplan, maka laporan prekiisi harus me:mﬂat :

» Suatu pernyataan mengenal pembatasan  penggunaan laporan karena
laporan itu hanya ditujukan untuk pihak-pihek yang ditetapkan.

o Suatu pernyataan, apabila ada kriteria yang sudah berlaku, bahwa asersi
tidak dimaksudkan sebagal sesuazu j‘\_{:’&l'ig alean disajikan seandainya asersi
itu disajikan berdasarkan pemeriksmmn}ae

Pelaporan mengenai Pengendalian Internal
Seperti ditunjukkan dalam standar pelaposan tambahan kedua, GAGAS
mengharuskan auditor untuk melaporkan kekurangan-kekurangan  dalam
pengendalian internal yang mereka angguap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan.
Contoh kondisi yang dapat dilaporkan m«em::ak:up :
e Tidak adanya pemisahan fugas yang baik dan konsisten dengan tujuan

pengendalian yang sesuai.



o Bukti gagalnya menjaga aktiva dari kehilangan, kerusakan, atau
penyalahgunaan.

o Tidak cukupnya tingkat kesadaran pengendalian dalam organisasi.

o Kegagalan untuk menindaklanjuti dan mengoreksi kekurangan yang

sebelumanya teridentifikasi dafam pengendalian internal.

Selain itu, GAGAS juga mengharuskan bahwa kondisi yang dapat

dilaporkan yang merupakan kelemahan maﬁmiai disdentifikasikan sebagaimana

adanya, vaitu suatu persyarztan yang bers%ﬁﬁt opsicnal menurut GAAS. Jika ada

kekurangan yang tidak memenuhi syarat sebagai kendisi yang dapat dilaporkan |

maka kekurangan itu harus dikMunikasi%;a_n kepada auditee, sebaiknya secara

tertulis seperti dalam surat manajemen. Bile ini terjadi, maka harus ada referensi

terhadap komunikasi itu dalem laporan aas.ciita':)a" mengenai pengendalian.

Laporan mengenai pengendalian *iidak menyatakan setiap bentuk
keyakinan efektivitas pengendalian intemnal. Pedoman tambahan untuk pelaporan
pengendalian internal dari entitas pemearimtg:%h.am, termasulk usulan isi dan format
laporan terpisah yang cocok dengan berbagai situasl.

2.2.3 Single Audit Act |

Single Audit Act, yang disahikan éle:%z Congress pada tahun 1984 dan
diamandemenkan pada tzhun 1996, menctapkan <onsep satu audit pemerintah
untuk keseluruhan organisasi (audit tu;nggzﬂ atau single audit) yang mencakup
baik audit keuangan maupun ketaatan. u m:%ézwg—un;iang ini mengurangi perlunya
badan-badan federal untuk melakuken Jan bagi penerima bantuan keuangan

federal untuk menjalani beberapa audit kevangan dan ketaatan yang terpisah.
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Tujuan Undang-undang
Bagian 1 (a) undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan undang-undang adalah
untuk:
o Memperbaiki pengelolaan keuangan pemeriatah negara bagian dan lokal
serta organisasi nirlaba b_erkwam dengan program bantuan keuangan
federal.
o Menetapkaa persyaratan yang serugam untuk audit atas bantuan keuangan
federal vang diberikan kepada pemeriniah nezara bagian dan lokal.
s Mendorong penggunaan sumber daya audit sscara efisien dan efektif.
» Memastikan bahwa deparfemen dan badan federal, hingga ke tingkat
maksimum yang memungkinian, mengaadatkan dan memanfaatkan
pekerjaan audit yang dilakukan rmen gikuti persyaratan Single Audit Act.
Setelah di implementasikan, undang-undang ini juga telah menjadi
instrumen untuk memastikan bahwa g:ae:n;earima bantuan keuapgan federal
mematuhi beberapa kebijakan nasional yang signifiken yang berkaitan dengan
masalah-masalah seperti upah, kondisi kega seria hak sipil.
Aplikabilitas dan Administrasi

Bantuan keuangan federal (federat financizl assistance) secara umum di
definisikan dalam undang—undmxg sebagai bantuan vang diberikan oleh badan
pemerintah federal, berupa hibah,: komirak, pinjaman, garansi pinjaman, property,
perjanjian kerjasama, subsidi bunga, asuransi atau aproriasi langsung, tetapi bukan
bantuan uang tunai federal yang bersifit langsung kepada perorangan. Auditor

harus menggunakan pendekatan berdasarkan risika untuk menentukan program



federal mana vang merupakan program utama (Major Program). Pendekatan
berdasarkan risiko ini harus mempertimbangkan

a. Pengalaman audit sekarang dan sebelumnya.

b. Pengawasan oleh badan federal dan pas through entity

c. Risiko inheren dari program federal tersebat.

Program-program vang tidak memenuhi svarat sebagal program utama
disebut sebagai program non utama {non rm}.}qa‘ DICETAN),

Direktur office of Management and Budget (OMB) telah menetapkan
kebijakan, prosedur, dan pedoman uniuk mengimplementasikan undang-undang
ini dalam OMB Circular Audits of State :u'xd:mcal Government. Swatu Cognizant
Agency adaleh  badan  federal vang  bertanggung jawab  untuk
mengimplementasikan persyaratan audit mrzggal pada pemerintah Negare bagian
atau lokal tertentu. Tanggungjawﬁb dadi badan ini termasuk memberikan nasihat
teknis sebagai penghubung dengan pemetiniah INegara bagian dan lokal serta
auditor independen. Jadi unit-unit pemeriniahas capat bekegja secara langsung
dengan satu badan dan bukan dengan bebzrapa badean.

Ruang Lingkup audif menurut Singl@: audit Act

Ruang lingkup audit yangi diiaksma%&n seperti dijeleskan dalam undang-
undang dan OMB Circular, Audits of State, Local Governmment and Non Profit
Organization memiliki lima komponen utama yaiu :

Umum

Secara umum audit harus dilakukan sesuai dengan GAGAS. Auditor harus

memasukkan keseluruhan operasi Auditee, atau bila auditee menghendaki, harus
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mencakup serangkaian audit yang meliput departemen, badan, dan unit-unit
organisasional lain yang menggunakan atzu mengurusi pemberian federal selama
tahun begjalan. Setiap audit yang terpisah harus mencakup laporan keuangan dan
skedul pengeluaran dari pemberian fedesal uniuk setiap departemen, badan, atau
unit pemerintahan lainnya.
Laporan Keuangan

Auditor harus menentukan apakeh lapcran keuangan auditee telah
disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor hatus menentukan apakan skedul
pengeluaran pemberian federal telah diszjikan secara wajar dalam semua hal yang
material bila dihubungkan dengan laporan kevangan auditee secara keseluruhan.
Pengendalian Internal

Selain persyaratan GAGAS, auditor juga harus melakukan prosedur untuk
memperoleh pemahaman vang memadal mengenal pengandalian internal atas
program-program federal dalam merencanakan audii untuk mendukung peniaian
tingkat risiko pengendalian yang rendali atas program-program utama. Secara
umun, auditor juga harus merencanakan pengujiaa system pengendalian internal
atas program uwtama untuk mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang
rendah atas asersi-asersi yang relevan dengan persyaratan ketaatan pada setiap
program utama.
Ketaatan

Disamping persyaratan GAGAS, auditor juga harus menentukan apakah

auditee sudah mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan kontrak atau perjanjian



hitam yang mungkin mempunyai dampak langsung secara material terhadap setiap
program utamanya. OMB mengeluarkan suaiu Compliance Supplement yang
menguraikan persyaratan ketaatan prinsip }f:fang werlaku uniuk sebagian besar
program federal. Pengujian ketaatan harus ;m%ncakup pengujian transaksi dan
prosedur auditing lain yang diperfukan untuk memberi auditor cukup bukii guna
mendukung pendapat mengenal ketaatan.

Auditor harus menetapkan ruang lingkugp audit watuk memenuhi persyaratan

khusus seperti berikut ini :

a. Jenis jasa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yang
menetapkan jenis-jenis barang atau jaga vang bisa dibeli entitas dengan
bantuan federal. |

b. Eligibilitas, yang menetapkan karakterisiti orang atau kelompok pada
siapa entitas dapat memberikan banian keuangan.,

C. Penandingan, yang menentukanjumlah vyang harus diserahkan entitas dari

sumber daya mercka sendiri ke dalam proyek yang mendapat bantuan

keuangan.
d. Pelaporan, yang menentukan laporan lain yang harus diserahkan entitas.
e. Pengujian dan ketentuan khusus, vang mungkin mencakup persyaratan

seperti mengadakan dengar pendapat mengenai usulan penggunaan dan
dan tenggang wakiu untuk pengehsafan dana.
Materialitas setiap temuan ketidaktaatan aiéan dievaluasi dalam konieks program
yang berhubungan dengan temuan ini dan bukan dengan laporan keuangan

keseluruhan.



38

Tindak Lanjut Audit

Auditor harus menirdaklanjusi temuan-temuan audit terdahulu, dengan
melakukan prosedur untuk menilai kewajaran skedul ikhtisar dari temuan audit
terdahuly yang disiapkan oleh auditee. Aunditor haus melaporkan sebagai temuan
audit tahun berjalan. Jika auditor menyimp;ﬂkan hahwa skedul ikhtisar termuan
audit terdahulu itu secara matertal salah menyajikan status dari temuan audit
terdahulu. Auditor juga harus melakukan :pmse:d.ur tindak lanjut audit, tanpa
memperhatikan apakah salah satu temuan audit terdahulu berhubungan dengan
program utama dalam tahun berjalan.
2.3 Audit Ketzatan Sebagai Suatu Sistem Peringatan Dini

Manajemen usaha modem memerlakm pengecekan yang sangat Ketat,
tidak hanya pada pengendalian intern dzn performa dari operasi kewangan suatu
perusahaan. Akan tetapi juge pada arep-aren usaha yang lain. Hanya dengan
demikian, perusahaan dapat secara efektif m?mgadministrasikam operasi usahanya.

Manajemen harus mencari cara-cara untuk menzantisipasi dan menanggulangi

cara canggih vang lebih bamyak untuk mencapai juan, karena kompleksitas
organisasi yang meningkat, komitmen keuangan yang lebih besar, dan jari_ngan
kerja komunikasi yang canggih, yang merupakan karakterisiik lingkungan usaha
sekarang.

Pimpinan harus sensitif terhadap g@ja&a—gejala masalah yang akan datang
dan menganalisis masalah-masalah ini se:aﬁs% mendalam, karena masalah biasanya

muncul setelah gejala-gejalanya merupaian bukti untuk wakiu yang lama. Adalah
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suatu keharusan melakukan penelaahan operasi-operasi perusahaan secara berkala
untuk menentukan area-area masalah potensial.

Audit  operasionalnya  seperti  suati check-up medis  tahunan,
mengidentifikasi area-area masalah pada tahap awal, dan sebab ity
memungkinkan perusahaan melakukan tindakan korektif.

Gejala-gejala berikut menunjukan adanya masalah-masalah potensial, yaitu :

a. Administrasi dan Manajemen

e Pejabat dan karvawan tidak mengetahai tujuan dan sasaran perusahaan.

o Pejabat dan karyawan tiédak men.ta:mti tolak ukur pengendalian dan
kebijakan.

o Pejabat tidak mempunyai_kebi.;akan%kﬂbijakan tertulis yang dinyatakan
dengan jelas.

o Sistem dan prosedur ridak di dolwrentasikan.

e Kantor tidak mempunyai rﬁanuai vang terdiri dari kebijakan prossdur, dan
peraturan. |

« Kantor tidak secara komsisten memperbaiki jasa dan fasilitas pada
beberapa tahun terakhir.

¢ Pimpinan menghabiskan lebih banvak waktu untuk akiivitas-aktivitas vang
non produktif.

o Tidak ada keseimbangan aniac :pemgendalian sentral dan delegasi
pengambilan keputusan l«;épada tinukas terendah yang memungkinkan.

o Eksekutif dan karyawan tidak safing menukar pandangan secara bebas.
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Tidek ada perencanaan yang formal, penugasan khusus tidak diberikan
kepada individual yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan tidak
ada waktu khusus ditetapkan untuk perencanaarn.,

Tidak ada sub sasaran ditetapkan uriuk setiap unit organisasi,

Tanggung jawab untuk pencapaian tujuan tidak secara jelas ditugaskan
kepada karyawan

Pengendalian

Performa sering tidak diukur terhadap targst.

Pengendalian tidak mempunyai ciri-ciri umpan balik.

Beberapa pengendalian tidak berfungsi dengan aldtif.

Pengendalian terhadap penyalahgunzan aktiva perusahaan tidaklah
memadai.

Tidak ada prosedur yang formal umiuk menetapkan, mengubah atau
mengakhiri suatu pengendalian.

Organisasi

Terdapat terlalu banyak tingkat manajemen.

Struktur organisasi tidak secara memadai dibedakan. Pekerjaan :idak
dibagi ke dalam tugas-tugas secara individual dan dibeda-bedakan.
Struktur organisasi tidak berubzh vnwuk mengikuti kondisi yang berubah.
Performa karyawan yang jelek kacang-kadang dapat ditelusuri keburukan-
keburukan dalam crganisasi.

Organisasi tidak mengambil keuntungan dari kemampuan karyawan

individual,
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Oganisasi formal sama sek.ali berbada dc:flg;an organisasi yang tidak
formal. |

Kompensasi tidak sepadan dengan tag ggugzg jé.wab pekerjaan.

Terlalu banyak posisi buntu (dead md posisitions) tanpa lini kemajuan
yang jelas kepuncak. |

Informasi dan Komunikasi

Manajer kurang cukup mendapatlkan inf@rma?si

Saluran komunikasi disumbat

Karyawan tidak sadar mengenai g)ro:sedus“-priosedm' perusahaan, kebijakan,
peraturan.

Lini komunikasi yang formal terémd;ap peﬁ?riasola, pelanggan, pemegang
saham, dan pesaing tidak memadai. .

Beberapa laporan terlambai, tidak dapat diﬁ}@rcayai, dan tidak secara baik
disajikan. | .

Tidak ada prosedur yang;formal dan sta@dar untuk mengadakan suatu
laporan baru.

[nformasi vang tidak memadai / akurat diiﬁsiikan dan diterima.

Biaya menghasilkan inforr%}asi adalah mahaﬂ atau tinggi.

Kantor jarang menelaah sistem in.‘fmm;«;in;:fa.

Letak kantor secara umun:; tidak maﬁdmaﬁ.g?{au pertukaran informasi yang
bebas. . | |

Formulis-formulir yang tidak perlu tetap cii;mjikan.
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e. Personel

e Moral karyawan rendah, tingkat pertukaran karyawan tinggi.

e Departemen personel kurang staf.

o Rasio manajemen terhadap personel terlalu kecil / terlaiu besar.

o Kebutuhan tenaga kerja masa yang akan datang tidak dipertimbangkan,
kantor sering malakukan penerimaan karyawan secara mendadak.

e Penyelia tidak dilibatkan dalam proses seleksi.

o Kantor tidak berusaha mengisi lowongan pekerjaan dengan karyawan yang
memenuhi syarat dari dalam kantor sebelum merekrut dari luar kantor.

o Manajemen tidak mengecek apakah karyawan mendapatkan instruksi yang
cukup untuk memungkinkan mereka melakukan kewajiban mereka secara
memuaskan,

« Penyelia tidak tertarik melatih bawahan mereka.

o  Arsip personel tidak iengkap.

» Manajemen tidak mengecek apaiah penyelia secara wajar dan konsisten
mengimplementasikan kebijakan perasahaar.

o Kebijakan personel jarang ditelaah dan dinilai.

o Tingkat mangkir dan masuk teriaimbat tinggi

o Karyawan sering memperpanjang wakm makan siang dan jam istirahat.
Kantor tidak mempunyai seragam dan kebijakan disiplin yang konsisten
untuk perilaku karyawan yang salah.

s Karyawan tidak mempunyai prosedur formal, vang secara jelas

didefinisikan untuk mengatasi keluhan-kelusan.



Personel, terutama I{aryaWan baru, tidak. diberi informasi mengenai
tunjangan-tunjangan yang diberikan pa‘,'rus;ahasm.

Struktur gaji dan tunjangan perusshaan tidak kompetitif. Kantor tidak
mempunyai rencana kompensasi yéﬂg sistematis, rasional, sehingga
penyesuaian  gaji  sering mengekibatken perasaan  yang  tidak
menyenangkan <iantara karyawan.

Operasi Klerikal

Tidak ada karvawan yang mengganiikan, apabila terjadi absensi atau
pemberhentian

Terlalu banyak pekerjaan iderikal dim:ngani..

Karyawan vang jauh berkuaiiiiﬁkas%; &i?ekm‘&:.hntuk peketjaan yang rutin.
Karvawan yang dikeiompékkan mmp:a dasar vang jelas, seperti supervisi
yang umura, penggunaan mesin atau 'gaal“figipasi dalam arus kerja yang
sama. .

Standar produksi tidak dite&apk&n.

Informasi dan data yang diberikan kepada karyawan klerikal tidak dalam
bentuk vang dapat digunak,;an‘

Tidak dikonsultasi dengan karvawan S=abelum prosedur perubaban
dilakukan. |

Penempatan staf tidax sesuail dengan be-barz- karja klerikal.

Beban kerja tidak secara merata didisteibusikan.
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2.3.1 Definisi Kinerja Pegawai

Kinerja pegawal merupakan hal vahg sangat penting di dalam suatu
organisasi, karena dengan i«:inerjé vang baik pegawai akan dapat memberikan
sumbangan yang sangat berarti bagi mg&nisa:si selain itu pegawai juga dapat
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baii@:ay@ dan mengahasilkan pekerjaan yang
memuaskan schingga hal ini éakarg mehgurangi pemborosan, baik yang
menyangkut biaya, wakfu maupun peralatan vang digunakan. Apabila dalam suatu
organisasi atau perusahaan memiliki i:)egaw@*ai varg berkinerja baik, maka hal
tersebut akan memberikan manfaat bagi pegawai itu sendiri maupun bagi
organisasi.

Menurut Mangkunegara (200(}:6?}, fkine:}?& yang berasal dari kata job
performance atau actual perform;ince vang artinya : “hasil kerja secara kualitas
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam nj@l&kﬁ@lamn tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberixan k{epadzm}!&"{ Dari pendapat tersebut dapat teriihat
bahwa prestasi kegja merupakan Eagiarx {i&r%: kinerja vaitu sebagai hasil pekerjaan
yang telah selesai dilakukan dehgan hiléki%&tﬁﬁi‘-& kualitas (mutunya), maupun
secara kuantitas (jumlahnya) serta dilakukan dengsn penuh rasa tanggung jawab
terhadap tugas atau pekerjaan yang juga :n.wru;::\:».lkan kewajiban bagi seorang
pegawai kepada organisasi ismpat ia béi‘k’i;‘:fj}&;.

Sementara itu Soeprihantc} (1996:7) glmng;.&:nmkakan pengertian mengenal
kinerja sebagai berikut : ”i{inerjé seorang pegawai pada dasarnya adalah nasil
kerjasama selama periode terientu dibantﬁirigkan ¢engan berbagai kemungkinan,

misalnya standar, target atau sasaran atan keiteria yang telah disepakati bersama”



Definisi tersebut tampak lebih spesifik karena adanya ukuran perbandingan uniuk
mengetahui hasil ketja seorang pegawai.

Perbandingan tersebut dapat dilihet dari aspek wakiu maupun standar
target dari suatu pekerjaan,. Disamping itu, seorang pegawai dianggap memiliki
prestasi kerja apabila hasil kerjanya melebihi standar atau target yang telah
ditetapkan.

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai
Di dalam pencapaian kinerja pegawai dipengaruhi oeh 2 (dua) faktor yaitu
a. Faktor kemampuan (Ability)

Secara lebih spesifik kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potenst
atau (IQ) dan kemampuan reability (knowiedge anc skill) bila pegawal memiliki
IQ di atas raia-rata (IQ 110-120} dengan pend dikan yang memadai untuk
jabatannya dan tecampil dalam mengegjakan pekerjaannya, maka pegawai akan
mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

b. Faktor Motivasi (Motivation)

Motivasi terbentuk dari sikap (atitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) - kerja. Motivas, merupakan Kkondisi yang
menggerakkan diri sendiri yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara menurut Moon, terdapat beberapa yang mempengaruhi Kinetja
seorang pegawal, yaitu :

1) Keterampilan dan pengetahuan karyawan.
2) Sumber daya yang tersedia.

3) Kualitas dan gaya manajemen yang ada.
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4) Tingkat motivasi karyawaa dan sejauh tmena pekerjaan tersebut sesuai dengan
dirinya.
2.3.3 Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Pegawai
Terdapas bzberapa aspek yang dapat dijadikan uuran dalam mengukur
tingkat kinerja seseorang, sebagaimana diungkapkan oleh mitchell, yang
menyatakan bahwa kinerja meliputi beberape aspelk, yaitu :
2. Quaility of Work
Quality of Work atau kualitas kerja yang baik dapat menunjukkan tingkat
kinerja seseorang. Kualitas kerja seorang pegawai dapat terlihat dari ketelitian dan
ketepatannya dalam bekerja, sehingga sm%xm%cin haik kualitas kerjanya maka
semakin baik tingkat kinetjanya. |
b. Prompiness
Seorang pegawai dapat pula dkasmican memiliki kinerja vang bail jika
telah memenuhi aspek promptiess atau kémpamn waktu, maksudnya pegawai
tersebut mampu menyelesaikan pekerjaannya sacuai dengan waktu yang :elah
ditetukan oleh instansi. |
¢. Initiative
[nitiative atau inisiatif _sesemang; berkaitan dengan daya pikir dan
kreatifitasnya dalam bentuk ide-ide. sebingga jika setiap pegawai memiliki
inisiatif yang tinggi maka dih&rﬁplczm akaeh mampu menghasilkan sesuatu yang

baik dalam pekerjaanya.
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d. Capability

Selain itu kemampuan seorang pegawai dalam berkomunikasi baik dengan
atasan maupun sesama rekan kerja juga mm‘ing;engaruhi kinerja secorang pegawai.
Yang dimaksud dengan communicatéom ata  komunikasi disini adaah
kemampuannya dalam menerima dan menyampaiken informasi dengan benar dan
tepat. Tanpa adanya komunikesi yang baik sstiap pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dengan baik.
Hal-hal tersebut diatas berlaku un%uk finansial audit Sedangkan untuk operasional
audit, pengevaluasian struktur péngend.zﬂéaﬂ intern merupakan inti dari prbses
pelaksanaan kegiatan. Strukzur pengenda%’isz intern wermasuk seluruh prossc:dur_ dan
kebijakan vang ditetapkan oleh manajeren adalah sasaran dari operasional audit

itu sendiri.



